
 

 

 
 

 
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI 
PROVINSI RIAU 

 
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI 

 NOMOR 35      TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 
STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN  

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan 

Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga 
Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala 

Daerah menetapkan standar harga satuan biaya 
honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau 

pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan 
kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada 
standar harga satuan regional dengan memperhatikan 

prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Kepulauan Meranti tentang Standar Harga 
Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kepulauan Meranti; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang   
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi 
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor13, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4968); 

 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, 



 

 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398); 

 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

 

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); 
 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN 
MERANTI. 

 
Pasal 1 

 
(1) Standar harga satuan disusun sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah 

dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah. 

 

(2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 
a. Standar Harga Barang dan Jasa; dan 

b. Standar Biaya Perjalanan Dinas; 
 

(3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 
dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 2 

 
(1) Dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 

(1), standar harga satuan berfungsi sebagai : 
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; 

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan 
c. bahan perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja 

daerah. 
 

(2) Dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 
(1), standar harga satuan berfungsi sebagai: 
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 

pelaksanaan anggaran kegiatan; dan 
b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat 

dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan 
harga pasar. 



 

 

 
(3) Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar harga satuan dengan usulan 

rincian rencana kerja dan anggaran yang diajukan oleh Perangkat Daerah, 
untuk penetapannya perlu evaluasi terlebih dahulu oleh Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah. 
 

(4) Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, 
berwenang menilai dan menetapkan besaran belanja, jika terjadi perbedaan 
besaran belanja yang diusulkan Perangkat Daerah. 

 
 

  Pasal 3 
 

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 4 
 

Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan secara lumpsum. 

 
Pasal 5 

 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 
59 Tahun 2022 tentang Standar Belanja Umum Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2023, masih tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 

 
 

Pasal 6  
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Kepulauan Meranti. 

 
     Ditetapkan di Selatpanjang 

     pada tanggal 30 Oktober 2023 

 
 Plt.BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 

 
 

                             ttd 
 

   A S M A R 

Diundangkan di Selatpanjang 
pada tanggal 30 Oktober 2023 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, 

 
ttd 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTtd 

BAMBANG SUPRIANTO 
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023 NOMOR 

35 


